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PUTUSAN
Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cv. Cipta Kajima, beralamat Ruko Greenland Blok F.2 Nomor 7
Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota
batam Propinsi Kepulauan Riau, di wakili oleh
Suparman Kewarganegaraan Indonesia, Nomor NIK:
2171100111640004, Alamat Domisili Perumahan
Anggrek Sari Blok F1 Nomor 23 A. Kota Batam Alamat
Kantor Ruko Greenland Blok F2 Nomor 7, Kel. Teluk
Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, dalam hal ini selaku, Komisaris dan
pemilik perusahaan dan memberikan kuasa kepada
Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., MA (Ph.D)
dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Dr. H.
Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., MA (Ph.D)
Advocates and Counsellor at Law (RAN LAW FIRM)
beralamat di TO-02 Rasuna Office Park (ROP-3),
Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kuningan,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1
Agustus 2023 dan telah mencabut kuasanya tanggal
31 Agustus 2023, sebagai Penggugat
konvensilTergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya
Air Kota Batam Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran
2022, dengan alamat kantor  Jalan Ir. Sutami
Sekupang — Kota Batam Batam, diwakili oleh Dohar M.
Hasibuan, selaku Pejabat, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Joko Satrio Sasongko, S.H., Vina
Laurenthia, S.H., M.H., Dian Senjani, S.H., Nur Asni,
S.H., M.H., Rendra Topan, S.H., M.H., dan Ana Aslina,
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S.H., yang beralamat di Kantor Walikota Batam Jin
Engku Putri No.1 Batam Centre Kelurahan Teluk
Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-
13/HK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam
dengan register Nomor: 920/SK/2023/PN Btm tanggal
26 Juli 2023 dan memberikan kuasa Substitusi kepada
Herlina Setyorini, S.H., M.H., Jabatan Kepala
Kejaksaan Negeri Batam, dalam hal ini memberikan
kuasa Substitusi kepada Jefri Hardi, S.H., M.H., Roy
Huffington Harahap, S.H., M.H., Abdullah Muhammad
Ihsan, S.H., Fitri Dafpriyeni, S.H dan Rosmarlina
Sembiring, S.H., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Substitusi, tanggal 15 Agustus 2023, dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam
dengan register Nomor: 1054/SK/2023/PN Btm tanggal
23 Agustus 2023 sebagai Tergugat Konvensi | ;

2. Cv. Multi Rekajasa, tempat kedudukan Ruko Villa Hang Lekir Blok
Dd2 Nomor 05, Kelurahan Baloi Permai, Baloi Permai,
Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili
oleh Heru Anggoro Adi, selaku Direktur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Dadang Nugroho, S.H.,
Yohanes Hariyanto, S.H., Bintoro Arif Waskito, S.H.,
dan Nur Wafig Q, Para Advokat pada Kantor Hukum
AMD LAWYERS, yang beralamat di JIl. Gajah Mada
Komplek Tiban Center Blok O No. 9 Tiban Indah,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023, dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam
dengan register Nomor: 857/SK/2023/PN Btm tanggal
18 Juli 2023, sebagai Tergugat Konvensi
lIPenggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
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TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal

10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Batam pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 159/Pdt.G/2023/PN
Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
SURAT PERJANJIAN ( Kontrak) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 79
Ayat 79.1, ayat 79.2. ayat 79.3. ayat 79.4 dalam nomor
41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022.yang didalam kontrak
tersebut terdapat dokumen sbb :

1. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
Syarat-syarat Umum Kontrak ( SSUK)
Lembar Data Pemilihan ( LDP )
Lembar Data Kualifikasi ( LDK)
Rencana Keselamatan Kerja ( RKK)
Berita Acara Hasil Pemilihan ( BAHP)
Penetapan Pemenang

Surat Penunjukan untuk pelaksanaan paket pekerjaan.

© ® N o g~ DN

Surat Perintah Mulai Kerja

10. Berita Acara Serah Terima Lapangan.

Bahwa dalam Kitap Undang Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) Pasal
1131, Pasal 1233, ,Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1313, Pasal
1320, Pasal 1333

Bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdata,suatu persetujuan adalah suatu
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih, selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian
yang berlaku umum tetapi diatur Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai
berikut :

1. Bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua
belah pihak yang melakukan perjanjian  harus melaksanakan isi
perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad
yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.

2. Bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang

berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan
kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh

bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
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3. Bahwa Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya
perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak
boleh melanggar hak-hak masing masing.

4. Bahwa perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya
kontrak yang dibuat tersebut tidak  dibenarkan bertentangan dengan
kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan
kerugian bagi pihak.

Bahwa ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan para
pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas
kesepakatan dan kepatutan, oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut
mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Bahwa salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari
perjanjian/kontrak disebut yang berakibat wanprestasi.

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi
perjanjian.

3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.

4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

Bahwa ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang
melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan
perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai
dipengadilan.

Bahwa Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan, bahwa "Tiap-tiap perikatan
dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang", ditegaskan
bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-
pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat.
Bahwa karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku,dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan
hukum antara dua atau lebih, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak
dalam hubungan hukum tersebut.

Bahwa dalam Pasal 1131 KUHPerdata dalam pelaksanaan suatu perjanjian
konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui
sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap

perikatan atau kontrak orang.
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Bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdata hukum perjanjian adalah keseluruhan
dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak
atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, bahwa
suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,persetujuan-persetujuan
itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau
karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu,
persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Bahwa penjelasan hukum dalam ilmu hukum, asas hukum terhadap suatu
perjanjian, adalah sebagai berikut :a Asas perjanjian/kontrak, b.Asas
kebebasan berkontrak, c. Asas Fakta,d. Asas Konsensual, e. Asas obligatoir..
Bahwa asas-asas tersebut diatas merupakan asas yang timbul sebagai akibat
dari terjadinya suatu perjanjian,dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak
langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak
dan kewajiban masing-masing pihak, oleh karena itu maka semua asas tersebut
diatas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau
perjanjian,sebagaimana diketahui Pasal 1320 KUHPerdata dalam syarat
sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam, aturan sbb : a. Sepakat
mengikatkan diri,b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Bahwa, terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum
Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain :1.Tidak
melakukan apa yang dijanjikan.2.Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak
sebagaimana yang dijanjikan.3.Melakukan apa yang dijanjikan tetapi
terlambat.4.Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang
melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:
ada perbuatan melawan hokum, ada kesalahan,ada hubungan sebab akibat
antara kerugian dan perbuatan,ada kerugian.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara
Hasil Pemilihan ( BAHP ) dengan Nama Tender Peningkatan Jalan Simp. Global
—Yos Sudarso — Simp. Seruni (Tahap 2), Nomor : 07.09/BA-
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HP/PNYLGRN/REKON JLN/POKJA-4/111/2022, dengan kode tender :
18145026.atas nama CV.Cipta Kajima,yang ditanda tanganni oleh Tergugat.
Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, Tergugat telah mengumumkan Penetapan
Pemenang, atas nama CV.Cipta Kajima, pada paket pekerjaan tersebut diatas,
Peningkatan Jalan Simp. Global — Yos Sudarso — Simp. Seruni (Tahap 2)

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022, Tergugat telah mengeluarkan Surat
Penunjukan untuk pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan simpang
global — yos sudarso — simpang seruni (Tahp 2 ), dengan nomor surat
41/PG.01.02/SPPBJ/RJ/BM/IIII2022, surat tersebut ditanda tangani oleh
Tergugat.

Bahawa pada tanggal 6 April 2022, telah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja
dengan nomor 41/PG.01.02/SPMK/RJ/BM/IV/2022, yang ditujukan kepada
CV.Cipta Kajima, karena bertepatan dengan bulan puasa di sepakati memulai
kerja tanggal 17 Mei 2022.

Bahwa pada tanggal 6 April 2022, telah dilakukan Serah Terima Lapangan,
dengan berita acara nomor 41/PG.01.02/BA.STL/PJ/BM/IV/2022, yang ditanda
tangan oleh tergugat, Berita Acara ini baru diterima oleh penggugat tanggal 27
Maret 2023, melalui surat Pemohonan permintaan dokumen nomor 027/CK-
BT/11/2023, yang diajukan oleh penggugat .

Bahwa pada tanggal 06 April 2022.telah terjadi kesepakatan perjanjian antara
Tergugat dengan Penggugat dengan nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022,
dengan nilai kontrak 7.109.805.481,00. dan ditanda tangani oleh Tergugat
bersama Penggugat.

Bahwa sesuai instruksi lisan dari Tergugat kepada penggugat, bahwa memulai
pekerejaan habis lebaran, karena bertepatan dengan puasa dan lebaran, pada
tanggal 17 Juni Penggugat memulai pekerjaan.

Bahwa sesuai dengan SOP Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga nomor SOP/UPM/DJBM-113 tertanggal 2
Mei 2017, tentang tanggung jawab dan prosedur laporan harian , Mingguan,
dan Bulanan, serta gambar Kerja ( Gambar Shopdrawing ) dan Gambar
terlaksana ( Asbuil Drawing )

Bahwa berdasarkan Syarat-syarat umum kontrak ( SSUK ) yang terdapat dalam
Perpres nomor 12 tahun 2021, dan tentang pengadaan barang dan jasa
pemerintah (PBJP) pengganti Perpres 16 tahun 2018.

Bahwa pekerjaaan yang dikerjakan oleh Penggugat sudah selesai 100 %, pada

bulan Desember 2022, dan sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat,
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dengan alasan pertama Devisit Anggaran, dengan berjalanya waktu lalu
tergugat merobah alasan, adanya rencana pemotongan tagihan Penggugat
oleh Tergugat ,senilai 780.000.000,00. dengan alasan yang tidak jelas dan
dibuat buat yang tidak punya dasar hukum.

Bahwa Pada tanggal 13 Oktober 2022 penggugat pernah mengajukan surat
dengan nomor 05/CK-BTM/X/2022 dalam hal permohonan penafsiran peraturan
tentang kontrak harga satuan (Unit Price) dan lumsum kepada LKPP-RI
(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia)
dan mendapatkan balasanya tanggal 03 November 2022 tentang Pasal 27
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Bahwa tergugat mempunyai niat jahat kepada penggugat khususnya, dan
kontraktor lain pada umumnya, dengan menutup nutupi Surat Edaran nomor
16 tahun 2022, tertanggal 22 November 2022 tentang Penjelasan Atas
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Atas Kenaikan Harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal pada tahun Anggaran 2022.

Bahwa tergugat secara diam diam menyimpan surat tersebut dan tidak
diberitahukan kepada penggugat dan mungkin juga kepada kontraktor yang
lainnya, yang terdampak dari kenaikan BBM, tersebut, setelah penggugat
berkoodinasi dengan petugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah, barulah Penggugat mengetahui bahwa adanya Surat Edaran
nomor 16 tahun 2022,tertanggal 22 November 2022 tentang Penjelasan Atas
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Atas Kenaikan Harga
Bahan Bakar Minyak dan/atau Aspal pada tahun Anggaran 2022.

Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2022 penggugat pernah mengajukan surat
dengan nomor 029/ck-btn/xii/2022 dalam hal permohonan penyesuaian nilai
kontrak akibat dampak kenaikan harga BBM atau Aspal,kepada tergugat
dampak dari kenaikan BBM sesuai dengan Surat Edaran nomor 16 tahun
2022,tertanggal 22 November 2022 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Atas Kenaikan Harga Bahan Bakar
Minyak ( BBM ) dan/atau Aspal pada tahun Anggaran 2022, tergugat tidak
merespon sama sekali, ini melihatkan bahwa tergugat betul betul tidak punya
niat baik terhadap kondisi yang di alami oleh penggugat dampak dari kenaikan
BBM.

Bahwa sebelumnya penggugat pernah mengajukan eskalasi kepada tergugat,

penggugat terlebih dahulu sudah mempertanyakan kepada tergugat kenapa
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Surat Edaran nomor 16 tahun 2022tertanggal 22 November 2022 tentang
Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Atas
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan/atau Aspal pada tahun
Anggaran 2022 ,kenapa ditutup tutupin Surat Edaran tersebut, penggugat hanya
diam dan senyum, itu mencerminkan bahwa tergugat sudah punya etika tidak
baik kepada penggugat.

Bahwa kami baru sekarang mengalami PPK, dinas PU, yang serampangan, dan
menganggap semua  masalah  di gampangakan, aturan  tidak
dijalankan,sebenarnya penggugat sudah pernah sampaikan masalah ini ke
Wali Kota Batam beberapa kali, tapi kurang dapat respon, kami tidak tahu apa
maksudnya.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 telah dilakukan rapat bersama di Bina
Marga , antara Tergugat bersama, Penggugat 1 dan Konsultan pengawas
Tergugat 2, serta staf masing — masing, dalam membahas volume final
kwantiti, dimana hasil dari rapat tersebut Tergugat 1 ingin memotong tagihan
Prroyek Penggugat senilai lebih kurang Rp. 1.200.000.000,00, tanpa ada
kejelasan yang bisa dijelaskan oleh Tergugat dalam hal ini Penggugat
menolak.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 telah dilakukan rapat yang ke 2 kalinya di
Pemko yang dihadiri oleh, Penggugat, Tergugat 1 , Tergugat 2, Inspektorat,
Keuangan, Bidang hukum, dan bidang LPSE semuanya dari pemko kecuali
tergugat 2 dari Konsultan Pengawas. agendanya adalah pembahasan tentang
final Kwantiti, dan juga pembahasan tagihan Penggugat akan dipotong lebih
kurang Rp. 780.000.000,-00 tanpa ada alasan dan fakta fakta yang bisa
dipertanggung jawabkan secara hukum, Tergugat 1 mengatakan tagihan
Penggugat tetap di potong senilai tersebut diatas, artinya Tergugat membuat
kebohongan tidak konsisten, dari Rp. 1.200.000.000,00, dikurangi lalu menjadi
Rp. 780.000.000,00 dalam hal ini Penggugat tetap menolak.

Bahwa alasan Tergugat dalam rapat tersebut, tidak mengakui laporan harian
dan gambar yang dibuat oleh Penggugat, penggugat sampaikan kepada
tergugat kalau tidak mau mengakui kenapa tidak dari awal kerja tidak diakui,
kenapa baru sekarang setelah pekerjaan selesai baru tidak di akui, Penggugat
sampai kenapa tidak ditanda tangani laporan harian setiap hari, biar tidak ada
masalahan dibelakang hari.

Bahwa sesuai SOP Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jendral Bina Marga nomor SOP/UPM/DJBM-113 tertanggal 2 Mei
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2017, tentang tanggung jawab dan prosedura laporan harian ,Mingguan, dan
Bulanan, serta gambar Kerja ( Gambar Shopdrawing ) dan Gambar terlaksana (
Asbuil Drawing ) dibuat oleh penyedia atau kontraktor yang mengerjakan
proyek, pihak tergugat hanya memeriksa dan menanda tangani laporan
tersebut, untuk dibuat laporan mingguan dan laporan bulanan.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, telah dilakukan rapat yang ke 3 kalinya
digedung ( Kantor ) Inspektorat yang dihadiri oleh, Penggugat, Tergugat 1 ,
Tergugat 2, Inspektorat, Keuangan, Bidang hukum, dan bidang LPSE semuanya
dari pemko kecuali tergugat 2 dari Konsultan Pengawas. agendanya adalah
pembahasan tentang final Kwantiti lagi, dan juga pembahasan tagihan, Tergugat
mengatakan  tagihan  Penggugat akan tetap dipotong  menjadi
Rp.560.000.000,00 tanpa ada alasan dan fakta fakta yang bisa dipertanggung
jawabkan secara hukum, Tergugat 1 mengatakan tagihan Penggugat tetap di
potong senilai tersebut diatas, artinya Tergugat merobah lagi dari Rp.
780.000.000,00 menjadi Rp. 560.000.000,00, dalam hal ini Penggugat tetap
menolak, akhirnya masalah ini diserahkan ke BPKP Perwakilan Propinsi
Kepulauan Riau.

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, penggugat pernah mengirimkan surat
kepada tergugat dengan nomor 016/CK-BTM/I.2023 yang intinya adalah,agar
segera membentuk Dewan Sangketa, sesuai dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 11 tahun
2011 tentang tatacara dan petunjuk Teknis Dewan Sangketa Konstruksi, karena
tidak ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat,dalam hal
pemotongan tagihan penggugat yang akan di potong oleh tergugat lebih kurang
780.000.000,00. Tanpa ada alasan yang jelas dan berkekuatan hukum, karena
menurut penggugat perjanjian Kontrak yang sudah di tanda tangani adalah
produk hukum.

Bahwa masalah penundaan pembayaran oleh Tergugat , akhirnya diserahkan
kepada BPKP, untuk melakukan mediasi agar ditemukan suatu kebenaran bagi
semua pihak dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain, baik Penggugat
maupun Tergugat 1 dan Tergugat 2

Bahwa pada tanggal 08 Februari 2023 ada sebuah Undangan Ekpose dengan
Nomor Surat : PE.03.02/S-141/PW28/5/2023,dari BPKPkami hadir dan
menyerahkan semua bukti bukti yang kami miliki, selama pekerjaan dikerjakan.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 diterbitkan sebuah surat

pernyataan para pihak antara penggugat dan tergugat sehubung dengan
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permintaan evaluasi hambatan kelancaran atas Pembangunan Paket Pekerjaan
Peningkatan Jalan Global - Yos Sudarso - Simpang Seruni (Tahap 2) dan
Notulen hasil rapat yang dihadiri oleh penggugat dan Perwakilan BPKP Provinsi
Kepuluan Riau, surat ini adalah dari BPKP, selaku mediator untuk mediasi.
Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023. telah dilakukan rapat pertama dengan
pihak BPKP, Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau, artinya masalah ini sudah
rapat yang ke 4, dimana yang hadir adalah Penggugat dan hanya BPKP,
Penggugat menjelaskan semua yang terjadi mulai dari pekerjaan dimulai
sampai selesai, detailnya ada dalam dinotulen rapat, semua bukti bukti sudah
diserahkan kepada pihak BPKP, yang akan menjadi fasilitator untuk
menyelesaikan masalah ini.

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 terbit Satu Surat Tugas dari Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan Evaluasi Hambatan
Kelancaran (EKHP) Pekerjan Peningkatan Jalan Global - Yos Sudarso - Simp.
Seruni (Tahap Il) dengan Nomor Surat : PE.03.02/S-229/PW28/5/2023

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 dilakukan rapat yang ke 5 kalinya di kantor
BPKP  Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau, dimana rapat tersebut di hadiri
oleh Penggugat, Tergugat 2 dan BPKP sendiri, dalam rapat terbut membahas
final kwantiti, yang kami ajukan sebelumnya kepada Tergugat 1, dalam rapat
tersebut menghasilkan pemotongan dari pihak Tergugat naik menjadi Rp.
580.000.000,00, artinya dari rapat sebelumnya Rp.560.000.000, dan naik
menjadi Rp.580.000.000,- Tergugat benar benar tidak konsisten dengan data
data yang Tergugat miliki, Penggugat tetap menolak dengan cara cara tidak
benar tersebut,

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 dilakukan rapat di kantor Penggugat, jam
8.30 wib pagi, rapat tersebut adalah rapat yang ke 6 kalinya, dimana rapat
tersebut di hadiri oleh Penggugat, Tergugat 2, BPKP Perwakilan Propinsi
Kepulauan , dalam rapat tersebut membahas final kwantiti, yang kami ajukan
sebelumnya kepada Tergugat 1, dalam rapat tersebut menghasilkan
pemotongan dari pihak Tergugat 1 naik lagi menjadi Rp. 587.000.000,00, Rp.
Yang rapat ke 5 adalah 580.000.000.,00. Penggugat tetap menolak dengan
cara cara tidak benar ini pemerasan dengan tidak punya dasar.

Bahwa pada tanggal 2 April 2023,jama 10.30 Wib, yang ke 7 kalinya di kantor
BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau, dimana rapat tersebut di hadiri
oleh Penggugat, Tergugat 2 dan BPKP sendiri, dalam rapat terbut membahas

final kwantiti, yang kami ajukan sebelumnya kepada Tergugat 1, dalam rapat
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tersebut menghasilkan pemotongan dari pihak Tergugat turun dari Rp.
587.000.000,00, menjadi Rp. 172.000.000,00,- artinya Tergugat benar benar
bingung dan linglung, jelas terlihat sekali kebohongan yang sangat terencana
tetapi tidak matang dan tidak konsisten dalam merancang suatu kebohongan
dengan data data yang Tergugat miliki,tetapi Penggugat tetap menolak dengan
cara cara konyol seperti itu.

Bahwa Pada tanggal 4 April 2023, pihak BPKP sms saya, menyampaikan
tergugat 1 mengurangi uang pemerasan terakhir dari Rp.172,000,000,-
dikurang menjadi uang pemerasan yang harus di potong oleh tergugat 1 adalah
Rp. 132.300.000,- dan penggugat tetap menolak karena pemotongan tidak
memiliki dasar hukum dan fakta yang jelas.

Bahwa dalam hal ini Tergugat sengaja menahan kontrak kerja penggugat
dengan tujuan agar tergugat bisa merobah-robah kapan saja sesuai dengan
kepentingan tergugat, dan ini dilakukan kepada semua kontraktor, termasuk
dokumen yang diserahkan kepada BPKP, adalah dokumen palsu.

Bahwa dalam kenyataan yang sebenarnya, pada saat dilaksanakannya
penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak sudah harus diserahkan ke
penggugat satu dan tergugat satu masing masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama, hal ini tidak dilakukan oleh tergugat, sampai saat ini kontrak masih
disimpan oleh tergugat.

Bahwa sebagai pelaksana dari isi Surat Perjanjian Kontrak yang diterangkan
mulai dari awal kerja sampai dengan akhir kerja harus sesuai dengan aturan
yang berlaku dan yang sudah disepakati dalam perjanjian kontrak tersebut,
penggugat telah melaksanakan kewajibannya selaku pelaksaana dari isi kontrak
yang diberikan oleh tergugat, dan semua pekerjaan sudah selesai 100 % dan
telah dimanfaatkan oleh masyarakat batam dari bulan desember sampai saat
ini.

Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kontrak diterangkan pembayaran
dilakukan dengan sitem dilakukan sesuai dengan progres kerja dan berakhir 1
November 2022, karena banyaknya kendala dilapangan yang tidak bisa
diselesaikan oleh tergugat sehingga pekerjaan selesai desember 2022,

Bahwa, melihat ada tanda-tanda Tergugat beritikad tidak baik dan selalu
menghindar dari tanggung jawab untuk menunasi keseluruhan tagihan
penggugat, maka Penggugat menyurati tergugat lebih kurang sampai 20 kali,
tapi tergugat tidak ada niat baik untuk membayar, dengan mencari alasan yang

aneh aneh yang tidak bisa dibuktikan secara hukum.
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Bahwa, dengan demikian Tergugat telah terbukti bertikad tidak baik, karena
tidak mau melunasi tagihan proyek Penggugat yang pekerjaan nya sudah
selesai kami kerjakan,sehingga perbuatan Tergugat yang demikian itu
merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestatie yang sangat merugikan
Penggugat.

Bahwa semenjak terggugat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ),
tergugat selalu melakukan kebohongan dan ke onaran dalam menjalankan
APBD, kepada penggugat dengan dengan tujuan supaya perusahaan
penggugat bisa hancur, dan terggugat tidak pernah berpikir bahwa didalam
perusahaan penggugat ada kehidupan manusia yang ketergantungan
diperusahaan penggugat, lebih kurang 60 orang yang menggantungkan hidup
diperusahaan penggugat.

Bahwa tergugat tidak pernah merasakan sakitnya bekerja diswasta, seperti
yang dirasakan oleh karyawan perushaan yang bekerja di perusahaan
penggugat, dimana bekerja dulu baru dapat duit, berbeda dengan tergugat kerja
tidak kerja gaji tiap bulan tetap diterima, meskipun hanya mondar mandir
kesana kemari.

Bahwa coba bayangkan sudah 6 bulan karyawan kami belum gajian, termasuk
tidak mendapatkan THR, sekian banyak yang dibuat sengsara oleh tergugat
dengan kebijakan konyol tergugat, kalaulah tergugat punya hati dan bisa
merasakan betapa sakitnya apa yang dirasakan oleh karyawan kami gaji belum
dibayar dan THR tidak dapat, hari sudah mau lebaran, bagaimana jeritan anak
dan istrinya di hari lebaran ini, meskipun kami tahu bahwa tergugat tidak ikut
lebaran, tapi paling tidak bisa merasakan sakitnya.

Bahwa dampak dari kebijakan serampangan penggugat yang dampaknya
terpaksa karyawan kami sebahagian kami berhentikan sebanyak 14 orang yang
saat ini menjadi pengangguran,

Bahwa penggugat sudah pernah mengajukan tagihan kepada tergugat, dengan
langkah awal sesuai dengan aturan mengajukan final kwantiti dulu bersama
gambar subdrawing dan gambar asbuil drawing, untuk diperiksa sebagai
kelengkapan untuk lampiran tagihan, sampai saat ini tergugat tidak pernah
melakukan pemeriksaan dengan benar, malah diserahkan ke BPKP perwakilan
kepri untuk menyelesaikanya.

Bahwa surat yang disampaikan oleh tergugat, seolah olah tergugat sudah
memberitahukan kepeda penggugat untuk mengajukan tagihan proyek tersebut,

hal ini hanya kamuplase, penggugat, penggugat sudah mengaajukan tapi tidak
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diproses, kalau pun di proses wajib di potong 780.000.000.-00.dengan alasan
yang tidak jelas.

Bahwa untuk kita ketahui bersama, semua karyawan penggugat tidak
mendapatkan THR dan gaji sudah 7 bulan, begitu banyak sumpah serapah
yang diucapkan oleh orang orang yang dizalimi oleh tergugat akibat pembayar
tagihan proyek tergugat di tunda tunda dengan alasan yang tidak jelas, ada
informasi yang kami dengar bahwa tergugat sengaja berbuat demikian agar
karyawan penggugat tidak bisa merayakaan lebaranya, karna semua karyawan
penggugat beragam islam, sedangkan tergugat beragama nasarani, sampai
segitunya tergugat berbuat sudah mengarahkan RAS.

Bahwa untuk membuktikan penggugat selalu menjalankan prosedur, dalam
pelaksaan proyek, melalui surat menyurat, karena tergugat selalu menghidar
ketika dimintak menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dilapangan, diantara
surat - surat yang pernah penggugat sampaikan kepada tergugat adalah sbb :

1. Pada tanggal 11 Mei 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 001/CK/V/2022 tentang "Pemberitahuan memulai
pekerjaan"

2. Pada tanggal 20 Mei 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 001/CK-BTM/V2022 tentang "Pemberiatahuan
kendala-kendala dilapangan yang harus diselesaikan"

3. Pada tanggal 02 Juni 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 006/CK-BTM/VI/2022 tentang "Pemberitahuan
hal-hal yang harus dilakukan Dinas Bina Marga dan SDA Kota Batam
untuk mempercepat pekerjaan”

4. Pada tanggal 06 Juni2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat
dengan nomor  046/CK-BTM/VI/2022 tentang "Menindaklanjuti Surat
Pemberitahuan tanggal 02 Juni 2022 yang masih belum ada
penyelesaiannya"

5. Pada tanggal 15 Juli 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat
dengan nomor 039/CK-BTM/VII/2022 tentang "Pemberitahuan
mengenai tiang listrik dan pagar Sekolah Global yang mengganggu
pekerjaan yang sudah dilaporkan juga pada surat tanggal 02 Juni 2022"

6. Pada tanggal 20 Juli 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat
dengan nomor 048/CK-BTM/VII/2022 tentang "Pemberitahuan ke

Walikota Batam bahwa belum adanya penangan serius dari pihak
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terguggat terhadap masalah-masalah yang sudah kami laporkan yang
mengakibatkan pekerjaan kami terhambat”

7. Pada tanggal 26 Juli 2022. penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 041/CK-BTM/VII/2022 tentang "Pemberitahuan
mengenai tiang listrik dan gardu listrik yang mengganggu pekerjaan yang
sudah dilaporkan juga pada surat tanggal 02 Juni 2022

8. Pada tanggal 22 Agustus 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 057/CK-BTM/VIII/2022 tentang "Pemberitahuan
mengenai permasalahan- permasalahan yang memperlambat pekerjaan
salah satunya tiang listrik yang masih belum dipindahkan dan
permasalahan penggunaan jidar beton yang mengakibatkan pengecoran
terbengkalai”

9. Pada tanggal 29 Agustus 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 001/CK/VIII/2022 tentang "Pemberitahuan ke
Walikota Batam mengenai pengawasan yang dilakukan pihak tergugat
tidak memiliki SOP dan meminta agar Walikota Batam bisa
membenahinya"

10.Pada tanggal 05 September 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 001/CK-BTM/IX/2022 tentang "Pemberitahuan
kondisi dinding tanah samping sekolah Global yang sudah mulai longsor
dan meminta solusi agar tidak merusak saluran"

11.Pada tanggal 12 September 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor  010/CK-BTM/IX/2022 dan tentang
"Pemberitahuan menolak keputusan rapat yang memutuskan untuk tidak
membayar galian saluran”

12.Pada tanggal 12 September 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 011/CK-BTM/IX/2022 dan tentang
"Pemberitahuan akan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan"

13.Pada tanggal 12 September 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 012/CK-BTM/IX/2022 tentang "Pemberitahuan
jika terjadi longsor akibat pekerjaan Retaining wall didepan sekolah Yos
Sudarso merupakan tanggung jawab tergugat"

14.Pada tanggal 22 September 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 032/CK-BTM/IX/2022 tentang "Pemberitahuan
menganai beberapa item pekerjaan yang masih belum ada

kejelasan/keputusan dari pihak tergugat seperti rencana penyambungan

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran didepan pintu masuk perumahan Greenland, pemasangan batu
kali depan forklift, lokasi timbunan dan bak kontrol"

15.Pada tanggal 13 Oktober 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor O05/CK-BTM/X/2022 tentang "Permohonan
penafsiran peraturan tentang kontrak harga satuan”

16.Pada tanggal 18 Oktober 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 029/CK-BTM/X/2022 tentang "Pemberitahuan
mengenai permintaan agar perubahan besi wiremesh dari ukuran
diameter 8mm menjadi 6mm dibatalkan dan tetap memakai besi
wiremesh diameter 8mm"

17.Pada tanggal 24 Oktober 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 033/CK-BTM/X/2022 tentang "Pemberitahuan
masih belum ada keputusan mengenai peninggian saluran yang padahal
sudah kami buatkan dan kami kirimkan penawaran pekerjaannya”

18.Pada tanggal 01 November 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 001/CK-BTM/XI/2022 tentang "Pemberitahuan
menindaklanjuti surat kami tanggal 18 Oktober 2022 bahwa apa yang
kami sampaikan masih belum ditanggapi dan masih belum adanya
keputusan"

19.Pada tanggal 01 Desember 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 001/CK-BTM/XII/2022 tentang "Pemberitahuan
bahwa kami tidak bisa mengganti besi Wiremesh ke diameter 6 mm"

20.Pada tanggal 23 Desember 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 029/CK-BTM/XII/2022 tentang "Permohonan
penyesuaian nilai Kontrak akibat dampak kenaikan harga BBM/Aspal"

21.Pada tanggal 26 Desember 2022 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 033/CK-BTM/XII/2022 tentang "Pemberitahuan
kepada Inspektorat Kota Batam bahwa kami dirugikan oleh pihak
terguggat dan meminta agar Inspektorat bisa menjembatani masalah ini"

22.Pada tanggal 05 Januari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 001/CK-BTM/I/2023 tentang "Pemberitahuan
agar inspektorat dapat mempertemukan dengan pihak terggugat"

23.Pada tanggal 13 Januari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 007/CK-BTM/I/2023 tentang "Pemberitahuan
menindak lanjuti Surat dari pihak tergugat perihal permintaan

penyelesaian dokumen administrasi untuk paket proyek"
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24.Pada tanggal 16 Januari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 008/CK-BTM/I/2023 tentang "Pemberitahuan
Somasi Pertama”

25.Pada tanggal 17 Januari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 009/CK-BTM/1/2023 tentang "Menanggapi surat
pihak tergugat menindak lanjuti penyelesaian pembayaraan pekerjaan
proyek"

26.Pada tanggal 25 Januari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 010/CK-BTM/I/2023 tentang "Pemberitahuan
permohonan kepada Walikota Batam memohon bantuan penyelesaian
masalah terkait penyelesaian pembayaran pekerjaan proyek"

27.Pada tanggal 28 Januari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 011/CK-BTM/I/2023 tentang "Pemberitahuan
permohonan kepada Walikota Batam memohon bantuan penyelesaian
masalah terkait penyelesaian pembayaran pekerjaan proyek"

28.Pada tanggal 01 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 012/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan
pembatalan tanda tangan addendum pekerjaan”

29.Pada tanggal 01 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 013/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan
terkait kronologis terjadinya pemerasan, akibat batalnya pembayaran"

30.Pada tanggal 06 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 014/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan
pembongkaran pendestrian”

31.Pada tanggal 08 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 016/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan
tidak adanya titik temu dalam penyelesaian pembayaran pekerjaan
proyek"

32.Pada tanggal 08 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 018/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan
supaya selektif dalam menerima berkas"

33.Pada tanggal 14 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 019/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan
surat tindak lanjut hasil rapat”

34.Pada tanggal 28 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada
tergugat dengan nomor 025/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan
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